BAB I1I
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan Pembahasan diatas, maka dapat di tarik
kesimpulan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information
Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari
Konvensi Chicago Tahun 1944 sebagai berikut :

Pada dasarnya Perjanjian Flight Information Region telah di
isyaratkan dalam Konvensi Chicago 1944 Chapter IV Measures To Facilitate
Air Navigation on Article 22 Facilitation of formalities yang menyatakan
bahwa Setiap Negara Kontrak setuju untukmenerapkansegala tindakan dalam
prakteknya, dengan adanya peraturan khususatau dengan cara lain, untuk
memudahkan dan mempercepatnavigasi pesawatdi wilayah negara kontrak.
Selain dalam article 22 Konvensi Chicago Tahun 1944, Chapter XV Airports
And Other Air Navigation Facilities On Article 68 Designation Of Routes
And Airports Konvensi Chicago Tahun 1944 mengisyaratkan adanya
perjanjian khusus untuk memenuhi pengaturan di bidang udara namun tetap
harus mengindahkan segala ketentuan dalam Konvensi Chicago Tahun 1944
serta menghormati segala rute yang telah ditetapkan oleh Negara-Negara
Kontrak dan di setujui oleh International Civil Aviation Organization

(ICAQ).
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Melihat Perkembangan di bidang udara semakin besar sehingga lahir
ketentuan Annex untuk melengkapi Pengaturan Internasional di bidang
udara. Dalam Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944
memberikan dasar hukum yang kuat terhadap Perjanjian Flight Information
Region, Ketentuan Annex 11 paragraf 2.1 Konvensi Chicago 1944
menyatakan bahwa Negara Kontrak akan menentukanwilayah yurisdiksi
negara Kontrak, bagian-bagiandariwilayah udaradan aerodromes dengan
menyediakan pelayanan lalu lintas udara. Pelayanan lalu lintas tersebut
didirikandandiberikan sesuaidengan ketentuan Annex 11 Konvensi Chicago
1944 | kecuali bahwa, dengan kesepakatan bersama, Negara dapat
mendelegasikan ke negara lain tanggung jawab untuk membangun dan
menyediakan layanan lalu lintas udara. Ketentuan Annex 11 Paragraf 2.1
menjelaskan jika suatu negara mendelegasikan ruang udaranya kepada negara
lain, maka tanggung jawab terhadap pengelolaan tersebut di atas teritorial
negara yang bersangkutan, tidak akan mengesampingkan kedaulatan negara
yang mendelegasikan. Dengan kata lain, negara lain yang mengelola hanya
terbatas pada permasalahan teknis dan operasional, dan tidak akan keluar dari
konteks keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas yang menggunakan
airspace tersebut dan selanjutnya dibutuhkan suatu perjanjian antara kedua
belah pihak yang berisi persyaratan-persyaratan tentang pelayanan yang

mencakup fasilitas dan tingkat pelayanan yang akan diberikan.
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B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan

berupa saran-saran sebagai berikut:

1.

Dalam hubungan diplomatik, Perlu disadari bahwa Perjanjian FIR
Indonesia-Singapura 1995 ini telah diisyaratkan pada Ketentuan Pasal
458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
untuk dilakukan peninjaun kembali. Penulis menyarankan sebaiknya
Pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama
dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Otoritas
Pertahanan Keamanan Republik Indonesia untuk mengadakan
Perundingan dengan Pihak Pemerintah Singapura dan Dewan ICAO.
Hal ini untuk mencegah terjadinya permasalahan yang menganggu
stabilitas hubungan antar negara. Selain melakukan perundingan
diplomatic dengan Negara Singapura, ada baiknya negara Indonesia
melakukan perundingan diplomatik dengan negara-negara tetangga
seperti Malaysia.

Dalam hal Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang
udara, sebaiknya Pemerintah Indonesia segera mungkin menempatkan
perwakilan-perwakilannya dalam keikutsertaannya di ICAO. Hal ini
dikarenakan dengan adanya perwakilan Negara Indonesia, hal yang
menjadi kehendak Indonesia dalam bidang udara bisa dikemukakan

dihadapan Dewan ICAO dan Negara-negara Peserta. Karena sampai
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saat ini saja Indonesia belum menempatkan perwakilan-perwakilannya
di ICAO.

Dalam hal Pengambilalihan Pelayanan Navigasi (FIR), sebaiknya
negara Indonesia tidak gegabah dan harus bersikap hati-hati. Karena
perlu disadari bahwa untuk pengambilalihan FIR tersebut standar yang
dimiliki Negara Indonesia haruslah sama atau diatas lebih baik dari
Negara Singapura. Sehingga langkah awal Negara Indonesia adalah
memperbaiki system Pelayanan transportasi di bidang udara serta
memberikan pelayanan sesuai dengan standar ICAO. Selanjutnya
mempersiapkan rencana-rencana yang di susun dalam draft yang
mencangkup perbaikan system pelayanan di bidang udara,
meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membangun
system pelayanan navigasi yang layak dan pantas sesuai denga standar

ICAO.
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Peta wilayah Negara Republik Indonesia yang menjadi obyek

dalam Perjanjian FIR Indonesia - Singapura 1995
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LAMPIRAN I1
Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia
And The Government Of The Republic Of Singapore On The
Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight

Information Region And The Jakarta Flight Information Region



E_

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REFUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ON THE REALIGNMENT OF THE BOUNDARY
BETWEEN
THE SINGAPORE FLIGHT INFORMATION REGION
AND

THE JAKARTA FLIGHT INFORMATION REGION

The Gevernment of the Republic of Indonesia and the Government of the

Republie of Singapose (hereinafter referred to collectively s “the Pariies");

GRATIFIED with their existing close ties of (nendship and cooperation, as
reflected in, farer affe, the Risw Feonomic Conperation Agreemend and the

Towrism Cooperation Agreement; and

DESIRING to further sirengthen and promabe these ties;

COGNISANT of the strong growdh in air traflic in the region; and

DESIRING 1o sirengihen safe and efficient air iraffic management in

Singapore  Changl Adrport, and facilitate the eontinued complementary
desclopment of sirports in Batam and Bintan;

CONSIDERIMG thai ihe Pamies have ragified the United Mations

Convention an the Law of the Sea, 1982 (herelnafier refered to ag“ UNCLOS™);

RECOGNISING that the Government of the Republic of Indonesia is to

revise its archipelagic boundary in accordance with UNCLOS; and

1

| X
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NOTING the decision of the International Civil Aviation Organisation's
(ICAD) 3rd AslaPacilic Reglonal Air Navigalion Meédling i 1W3 st
Indnnecia and Singapare sancilt esch ather on the realignmsent of the boundary

between the Singapore FIR and the Jukarls FIR;
HAYD AGREER as fellenw
Asmiae 1
REALIGNMENT OF FLIGHT INFORMATION REGIONS

Subject to the approval of the ICAO, the boundary between the Singapore
PIR SN2 LAZ JARKFLE P1I TAKI OY FESIRNEY 98 SIOWA 11 MOps § s LA nissed
1o this Agreement.

Anncie 2
ATRSPACE DELGOATION

1, Concurrent with the realipnment of the boundary between the
Singapore FIR and the Jakarta FIR snd subject to the existing procedures
established in the Tanjung Pinang Control Area (zone), the Government of the
Republic of Indonesia will delegate to Singnpore an airspace of %0am from
SINJON (01°1324'N 103°51'24°E) and up to 37,000 ft within the realigned
Jakarta FIR and south of Singapore, designated as Sector A, (as detalled in Mop
2), for the provision of air traffic services.

2 In the evem that the Government of the Republic of Indonesia
implements the revision of its archipelagic boundaries in conflarmity with the
provisions of UNCLOS, and as a resull any part of its revised archspelagic and
lerritorial water boundaries (alls within Seclor B (as detailed in Map 2). the
Government of the Republic of Singapore will align its FIR boundary to take into
account that part of Indonesia’s revised archipelagic and territorinl water
boundaries drawn [n conformity with UNCLOS and falling within Secter B, The
Republic of Indonesia will thea delegate the area affected by the realignment,
from sen level to unlimited height, to the Republic of Siagapare. The narthern
boundary of Sector B (0S* (XN 108*15°E, 05°00'N 108*X'E, 03°30'N 108*30°E,
0I29°21°N 104°34'41°E) nccords with the FIR boundary realignment proposal
submitted by the Government of the Republic of Indonesin in its Working Paper
55 presented 10 the Third Assa-Pacific Regional Air Navigation Meeting in April
1393,
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Arnas 3
AIR TRAFFIC CONTROL COORDINATION PROCEDURES

Avrising out of the FIR realignment, the Air Traflic Authorities of the Parties
shall enter im0 & scparate agreement detalling the revised Air Traffic Control
coordination procedures between Indonesia and Singapore Air Tralfic Coatrol
units for the purpose of ensuring safe, orderly and expeditious flow of air traffic.
Revisions 1o the revised procedures shall be subject to the concurrence of both
Partics.

Arnae 4

PROVISION OF AIR TRAFFIC SERVICES FOR THE BATAM,
BINTAN AND CHANGI AIRPORTS

In the prosision of air traffic services within the airspace south of Singapore
for Dights arriving at and departing from Batam, Tanjung Pinang and Changi
Airports, the processing of the three airports’ fights shall be done on a first.
come, first.serve basis.

Annoe S

NOTIFICATION

When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out
activities such as relicf operations and military exercises which would affect users
within the airspace delegated to Singapore, the Directorate General of Air
Communications, Indonesia, shall inform the Civil Aviation Awuthority of
Singapore of such activilics in accordance with ICAQ rules. The Civil Aviation
Authority of Singapore shall notify the international civil aviation community of
the activities in accardance with ICAO rules

Anncs 6

AIR NAVIGATION CHARGES

The Government of the Republic of Singapore shall collect on behalf of and
for the Government of the Republic of Indoneska, air navigation charges on civil
flights in the airspace delegated to Singapore by Indonesia. The rates of the alr
navigation charges in the delegated airspace will be jointly agreed between
Singapore and Indonesia and should be competitive with such charges levied
internationally.

3
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Arnicne 7
REVIEW

This Agreement will be reviewed at the end of five years and shall be
extended by mutual consent if both parties find it beneficial to do so.

Aunce 8

APPLICABILITY OF CONVENTION AND ICAO DOCUMENTS

The Convention on International Civil Aviation, 1944 and other pertinent
documents msued by ICAO shall apply to this Agreement.

Aunce 9
SETTLEMENT OF DISPUTES

Without prejudice to Article 8 of this Agreement, all differences arising from
the interpretation or application of this Agreement shall be scttled amicably
through consuliatsons between the two Parties.

Axooe 10
ENTRY INTO FORCE

Each Party shall notify the other of the fulfilment of its internal legal
proesdures concrrning ratification Thic Agreement chall rater inta foree an the

date of completion of the later of the following events:

(@) the sotifications by the two Partiess and

(b) the approval of the realignment of the Singapore FIR and Jakarta FIR
by the ICAQ.

e | )

]|
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H
IN WITNESS WHEREOF _the uadersigned, duly authorised by their
1 tespoctive Governments, have signed this Agreement.
f DONE st _Fingnisess.  onthis_215E day of Stpdrber 1o05
. { FOR THE GOVERNMENT OF THE FOR THE GOYERNMENT OF THE
1 REPUBLIC OF INDOMNESIA - REPUBLIC OF SINGAPORE

. v o
: e

* | DRHARYANTO DHANUTIRTO MR MAH BOW TAN
% MINISTER OF COMMUNICATIONS MINISTER FOR COMMUNICATIONS
i REPUALIC OF PIGONESIA REPUBLIC OF SINGAPORE

w - T RV T e s
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LAMPIRAN Il11
Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia
And The Government Of The Republic Of Singapore On Military

Training In Areas 1 And
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: ,' AGREEMENT SInE
- ' BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND .

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
ON MILITARY TRAINING IN AREAS 1 AND 2

- The Govemment of the Republic of [ndonesia and the Government of the
Republic of Singapore (hereinafter referred to collectivaly as “the Parties”);

NOTING that the Parties have entered into an Agreement on the
Realignment of the Boundery Between ihe Singapore Flight Informetion Region
and the Jakarza Flight Infornation Region;

CONSIDERING that the Partics have ratified the United Nations
Coavention on the Law of the Sea, 1952 (herelnalter raferred to as “"UNCLOS");

RECOGNISING that the Republic of Singopore, being 2 geographically
disadvantaged State, has ceitical need of training areas; §

CONSCIOUS of the need to safeguard and respect fully the security and
sovereignty of the Republic of Indonesia aver the airspace above its archi pelagic
and territorial seas;

' BEARING in mind the existing closs ties of frienaship and cooperation as
reflected in, infer alla, the Agrecment for the Taint Development and Usa of an
Air Weaposs Range at Pekanbary, and he Agceement for the Joiat
Developmeat and Use of an Afr Combat Manosuvring Ringe and an Ovesland
Flying Azrca in Sumnaira; and

DESIRING to promote further such ties of friendship and cooperation;

R A
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HAVE AGREED as [ollows:

Atmcu_z I
TRAINING AREAS

1. The Government of the Republic of Indonesia will allaw aircraft of the
Republic of Singapore Alir Force (hereinafter refarred to as "REAF™) to iy
out air worthiness tests, technical handling cheeks and training fights within the
airspace delegated by Indonesia to Singapore, designated as Area 1 as shown in
Annex 1 altached to this Agreement, ‘

2. The number of RSATF aircraft in Area 1 under this Agreement at any
one time shall not excaed 15 aireralt and the number of flights shall not exceed

40 per day.

3. In’the event that the Government of the Republic of Indonesia
implements the revision of its archipelagic boundaries in conformily with the
provisions of UNCLOS, and as a result any past of its revised archipelapic and .
lerntorial water boundaries falls within Area 2 as shown in Aanex 1 sttached to
this Agreement, the Government of the Republic of Indonesia will allow RSAF
aircraft and ships of the Republic of Singapore Navy (hereinafter referred to as
“RSN") to conduct military training and exercises in that part of Area 2.

4. The number of RSAF aircraft in that part of Area 2 under this
Agrecment at any one tlime shalt not excecd 20 ajrcrart and the number of flights
shall not exceed 60 per day. :

ARTICLE 2
AlR TRATFFIC CONTROL

For practical and logistical seaions, REAE aircralt on passage to or from
or whilst in Area 1 andlor that part of Asea 2 which fall within the Indonesian
nispace for the purposes set out in this Agreement shall operate from
Singspore uader Singapore air trallic control, '




H

Armnicen 3.,

JOINT TRAINING COMMITTEE

1. ‘The Parties shall work out the procedures cannceted with this
Agreement in the Joint Training Comimittes (hereinalter relerred to ss “JTC™)
which shall be the regulating body cf the Apreement,

2. In the context of this Agreemeat, the Parties shall jointly enter inta
mulually beneficial arrangements. “Lhe details of such arrangements shall be

worked out by the JTC,

. 3. The ITC will work .out appropriate arTangements to keep the
Government of the Republic of Indonesia fully informed of the RSAFSs and
RSNs use of the sovereign dirspace and waters of the Republic of Indonesia and
to meet any security requirements of the Government of the Republic of

Indonesia.

ARTICLE 4
SETTLEMENT OF DISPUTES 22

All dilferences arising from the interpretation or application of this
Agreement shall be seitled amicsbly through consultations between the two

Parties. '

Asnore S
REVIEW

This Agreement will be reviewed at the erd of five yeais and shall be
extended by mutual consent if both Parties find it beneficial to o <o :

ARTICLE 6

ENTIRY INTO FORCIE

Each Party shail notify the other of the fulfilment of its Internal legal
procedures concerning ratification. This Agreement shall caler into force on the
date of notification of the later Party.

112
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1. The Parties shall work out the procedures connedted with this
Agreement in the Jolnt Trsining Contmiltes (hereinafter referred to as “JTC")
which shall be the regulating body of the Apreement.

2. In the context of this Agreemeat, the Parties shall jointly enter into
mulually beneficial arrangements. “Ihe details of such arrangemeants shall be

worked out by the JTC,

C 3. The ITC will work .out appropriate amrangements to keep the H
Government of the Republic of Indonesia fully informed of the RSAFs and

RSN use of the sovereign dirspace and waters of the Republic of Indonesia and
to meet any security requirements of the Government of the Republic of

Indonesia.

All dilferences arising from the interpretation or application of this
Agreement shall be settled amicably through consultations Setween the two

Parties.

This Agreement will be reviewed at the end of five yeais and shall be
extended by mutual consent if both Parties find it beneficial to o o, ~

Each Party shall nctify the clher of the fuliiiment of its internal legal
procedures concerning ratification. This Agreement shall caler into force on the
date of notification of the later Party.

&

—

Armicrs 3?
JOINT TRAINING COMMITTEE

ARTICLE 4

SETTLEMENT OF DISPUTES

Asncee S

REVIEW

ARTICLE 6

LENTRY INTO FORCIE

SN N

|
|
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LAMPIRAN IV
Roadmap Pengambil Alihan FIR Di Atas NatunaOleh
Kementerian Perhubungan dan Kementerian Luar Negeri

Republik Indonesia
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ROADMAP PENGAMBIL ALIHAN FIR DI ATAS HATUNA

LangiaF-iangkah yang peru disiapkan dalam rangka pengamblalhan FIR dl stz
Habuna s=bagal tindak anl amanat U ne. 1 S 200059 enfamg Femsrtangan:
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1. Tahap Perclapan
Calam iahap persiapan perio dbentuk T Khesus yang ierkak dengan
pengambialhan nuang edam dl sekiar kepulsssn Mahma guna menylapkan
arngkah-dangian perundingam dengam plhak 3ingapura, Malaysia dan EKSAD
arta menyiapkan p=bufuhan beknls dan opsrasional.

1.1.

Pembantuican Tim Khusus

T Erategls terdinl darl Inlas s=kioral Calam Negerl (iRberdep) yang

ferkal.

Diplamac]

3. Mennjau ulang pedanisn antsma Bl dengan Zingaputa i=ntang
perubahan balas FIR Jakara dan FIR Singapura.

b. Melkukan periemsan demgan Makysla feriait demgan berplsahmya
ruang udars Malaysia Tieer dan ruang wdarm Malaysis Samt
sebagal aklbat dar pengamibl alhan Sekbor AEC.

C. Upaya mendspa@an pengabuan bal@s terborial wdayah ROL
berdasarkan URCLOE olef FBE.

d. Ferundingan hingga perands nganan MO Singapura, Malaysia
dan indonesks =nfang peerubahan batas F1R.

e. Pemgajuan pendbaian balas-batas FIR ke 1G&T.

13. Teknlk dsn Opsracional

131, Organiles]




Membeenfuk Lembaga Penyeda FPelaoyanan Mavigas!
Fenerbangan Indonests.

132 Faclitac CH3/ATM
a. Modemisasl Sksbem ATS dl ACC Jakarks (JAATE)
b. Pengembangan ATC ESmiabbr yang menpkovsr  illayal
Barat Irdonesia.
C. Menyiapkan “work sSafion™ untuk Sechor Upper Maluna pada
Jakaria ACT
d. Menylapkan Tasikas pandukung  i=rthentu yamg  dapad
men;hn'er Bekior ABC benupa:
Komunkasl: CPOLC, WVHE, ATE Direct Spssech Clroull
dengan unk-unit ATS ferkal (Tanjung Finang, Habina dan
Potiaralk )
- Havigysl: pemasamgsn DVCRIDRE
- Euvellmce: MEER, ADS-H
E. Meaksanakan ol coba {irial operation] atys peralatan-
peraa@n fersebot

1353 Penyvixpan Manajsmesn Fesng Udars

3. Meneapkan Sekbor A 3, C sebagal Sachor Lippsr Maburs.

b. Menyiapkan prossder koondinasl berupa Leter of Operaion
Agresmend serla rencans pembahasar-pembahassnega dengan
urit-unit AT3 berkalt, antama:

Jakarts — Singapons
Jakaris — Malayska
Jakarta — Flipina

C. Pengembangan ruang udama:
- TEAA Tamjung Pinang
- TEAA Ponbanask
- Pembemtukan FEE Matuna
- Implemeniys] RNF-10

- Radar separation.

134 Penyvispam E0M
3. Menjyiapkan 2080 bertualfiess] Radar Controllar yang dibuhshkan.
b. Menyisokan maneg simaiasl neang vdars sechor & B dan ©
cErty melaksanaban Faking Enaga-berogs barrebast dablas.
C. Mefakzanakan famibrisas] maupan On the Jod Tralning bagl
Enag@a-i=naga lers=but selelal menysessikan m@aRing ke ADC
Euala Lumpur, AZC Sngapone dan A0 Kot Kinabak.

2 Tahap Implementae] Swal (Tranclel)
Shadow oparation
- Tahap 1: Zngapura memberikcan pe bxFanan na‘wigsl
peererbangan, sedangion imdoresla hanys resrmonibor.
- Tahap Z imdoresia  memerkan peiayaran  navigess]
peereerbangan, sedangkan Sngapurs mermonibor.

& Tahap Implementec] Penub
Indonesa meambarikan DELYFANAN Navigas| CErarbangan sscara peEnuh.
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LAMPIRA V
Surat Keterangan Riset No : SKET/JB/1284/12/2015/66
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Badan Pengkajian

Dan Pengembangan Kebijakan



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
JI. Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat (10110)
Telepon : 3841248 - 3848272 - 3848771 - 3844584 - 3852878

SURAT KETERANGAN RISET
No.: SKET/JB/1224/12/2015/66

Merujuk Surat Pengantar No. 881/ V, tanggal 6 November 2015 dari Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan
Kebijakan menerangkan bahwa:

Nama : Rahayu Saraswati Herlambang
Nomor Pokok : 10810
Program : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah melaksanakan studi literatur/ riset di Perpustakaan Ali Alatas Kementerian
Luar Negeri pada tanggal 18 Desember 2015, dalam rangka mengumpulkan data untuk
penyusunan Skripsi dengan judul:

“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT
INFORMATION REGION (FIR) INDONESIA — SINGAPURA DI KEPULAUAN
NATUNA DITINJAU DARI KONVENSI CHICAGO TAHUN 1944 SERTA
PENGARUH TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA”

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/ Ibu diucapkan terima kasih.

Dok umentasi dan Penerbitan

Basana M. Sidabutar
NIP. 19660605 199303 1 001
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LAMPIRAN VI
Surat Keterangan Riset No. 881/V Base Operation Lanud

Adisutjipto Sub Seksi Pengaturan Lalu Lintas Udara



BASE OPERATION LANUD ADISUTJIPTO
SUB SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS UDARA

SURAT KETERANGAN

Merujuk Surat Pengantar No. 881/V, tanggal 6 November 2015 dari Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Subseksi PLLU Lanud Adisutjipto Yogyakarta
menerangkan bahwa :

Nama . Rayahu Saraswati Herlambang
Nomor Pokok : 10810
Program . Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah melaksanakan studi literatur/riset/pengambilan data wawancara di Sub Seksi
Pengaturan Lalu Lintas Udara Base Operation Dinas Operasi Lanud Adisutjipto Yogyakarta
pada tanggal 16 Februari 2016, dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun Skripsi
dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS MENGENAI PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION (FIR)
INDONESIA - SINGAPURA DI KEPULAUAN NATUNA DITINJAU DARI KENVENSI CHICAGO
TAHUN 1944 SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
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LAMPIRAN VII

Dokumentasi Peneliti dengan Para Narasumber
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